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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR
31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan
Tim Teknis Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor
31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur
organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
yang baru, perlu dilakukan perubahan terhadap Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

jdih.kpu.go.id/papua



Mengingat

Nomor 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Nomor 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020
Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 82);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Nomor : 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 Tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 873
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA NOMOR 31/TIK.01-
Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA.

Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG  PERUBAHAN  KEEMPAT
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR
31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
1. | STEVE DUMBON KETUA KETUA PEMBINA
2. | DIANA DORTHEA SIMBIAK ANGGOTA PEMBINA
3. | ABD. HADI ANGGOTA PEMBINA
4. | AMIJUAYA HALIM ANGGOTA PEMBINA
5. | YOHANES FAJAR IRIANTO | ANGGOTA
KAMBON PEMBINA
6. | RYLLO ASHURI PANAY ANGGOTA PEMBINA

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

INFORMASI HUKUM DI

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. | KRISPUS KAMBUAYA KEPALA BAGIAN | PIMPINAN UMUM

HUKUM DAN SDM

2. | DINNA KASUBBAG HUKUM PIMPINAN
DEMIWIJAYAWATI REDAKSI
3. | LINDA MATHELDA | KASUBBAG WAKIL PIMPINAN
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RUMBIAK PARTISIPASI DAN REDAKSI
HUBUNGAN
MASYARAKAT
HENDRIK WICAKSONO | PELAKSANA PADA SUB
ADMINISTRATOR

MUKHAMMAD IRKHAM

BAGIAN HUKUM

FRANS M. MANIAWASI

PELAKSANA PADA SUB

BAGIAN  PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

DESAIN GRAFIS

7. | TEGUH DWI JULIANTO | PELAKSANA PADA SUB
BAGIAN HUKUM DAN

SDM

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

L ROV %&APUA
Q 7 Hukum, dan Sumber Daya Manusia,
I

* .z
rispts Kambuaya
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